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<p style="text-align: justify;">Stunting merupakan permasalahan serius di seluruh dunia. Prevalens
stunting di Indonesia tahun 2023 sebesar 21,5% menurun 0,1% dari tahun 2022. Prevalensi stunting di DK
Jakarta sebesar 17,6% meningkat 2,8% dari tahun 2022 sedangkan Jakarta utara memiliki kenaikan
prevalens stunting terendah dari 4 Kota Administrasi di DKI Jakartayaitu 1,3% dari tahun 2022 dengan
prevalens stunting sebesar 19,8%. Jakarta utara memiliki kebijakan berupa modul aksi cegah stunting yaitu
Jakarta Utara menuju Zero Stunting. Berdasarkan data BPS tahun 2023, terdapat 13,33% perempuan usia 10
tahun ketas di Jakarta Utara yang tidak menyelesaikan pendidikannya dan terdapat 7,24% penduduk miskin
di Jakarta Utara. Berdasarkan Perpres RI No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target
prevalens stunting tahun 2024 sebesar 14%. Jakarta Utara masih memiliki gap sebesar 5,8% untuk
mencapal target 14% prevalens stunting di tahun 2024. Oleh karenaitu dilakukan penelitian mengenai
analisisimplementasi kebijakan stunting di Jakarta Utara dari aspek ekonomi berupa program pemberian
susu, telur untuk balita bermasalah gizi, makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
dan aspek pendidikan melalui edukasi stunting kepada ibu hamil dan orang tua balita sebagai upaya
pencegahan dan penanggulangan stunting. Model implemntasi kebijakan yang digunakan adalah model Van
Meter Van Horn. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data
melalui wawancara mendalam kepada 15 informan dari instansi pemerintah, orang tua balita dan ibu hamil
serta FGD kepada kader posyandu di wilayah Cilincing dan Tanjung priok sebagai lokasi penelitian. Hasil
penelitian dari aspek ekonomi pemberian susu dan telur bagi balita bermasalah gizi pada tahun 2023
berkontribusi terhadap pencegahan dan penanganan balita stunting di Jakarta Utara. Hal ini dapat dilihat dari
72,11% balitaweight faltering mengalami kenaikan berat badan, 59,01% balita under weight sudah tidak
under weight, 54,9% balita gizi kurang sudah tidak gizi kurang& nbsp; dan 45,34% gizi buruk sudah tidak
menjadi gizi buruk serta 149 balita stunting sudah tidak menjadi stunting berdasarkan status gizi. Dari aspek
pendidikan pemberian edukasi mengenai stunting kepadaibu hamil kurang optimal karena hanya 9,93% ibu
hamil mendapatkan edukasi melalui kelas ibu yang dianggarkan oleh puskesmas di Jakarta Utara, namun
semua orang tua balita bermasalah gizi sudah mendapatkan edukasi mengenai stunting. Diperlukan edukasi
mengenai pencegahan dan penanganan stunting secara masif kepada ibu hamil dan orang tua balita serta
perlu adanya regulasi mengenai pemberian pangan tinggi protein hewani bagi ibu hamil dan balita
bermasalah gizi dan bagi balita dari keluarga dengan penghasilan di bawah UMP</p><hr

[><p>& nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Stunting is a serious problem throughout the world. The
prevalence of stunting in Indonesiain 2023 is 21.5%, a decrease of 0.1% from 2022. The prevalence of
stunting in DK Jakartais 17.6%, an increase of 2.8% from 2022, while North Jakarta has the lowest
increase in stunting prevalence of the 4 Administrative Cities in DK Jakarta, namely 1.3% from 2022 with a
stunting prevalence of 19.8%. North Jakarta has a policy in the form of an action module to prevent stunting,
namely North Jakarta towards Zero Stunting. Based on BPS data for 2023, there are 13.33% of women aged
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10 years and above in North Jakarta who have not completed their education and there are 7.24% of poor
people in North Jakarta. Based on RI Presidential Decree No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of
Reducing Stunting, the target for stunting prevalence in 2024 is 14%. North Jakarta still has a gap of 5.8% to
achieve the target of 14% stunting prevalence in 2024. Therefore research was conducted regarding the
analysis of the implementation of stunting policiesin North Jakarta from an economic aspect in the form of
programs providing milk, eggs for toddlers with nutritional problems, additional food. for pregnant women
with Chronic Energy Deficiency (KEK) and educational aspects through stunting education for pregnant
women and parents of toddlers as an effort to prevent and overcome stunting. The policy implementation
model used isthe Van Meter Van Horn model. This research is qualitative research with a case study
approach. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants from government agencies,
parents of toddlers and pregnant women as well as FGDs with posyandu cadres in the Cilincing and Tanjung
Priok areas as research locations. The results of research from the economic aspect of providing milk and
eggs to toddlers with nutritional problemsin 2023 will contribute to the prevention and handling of stunting
toddlersin North Jakarta. This can be seen from 72.11% of underweight toddlers experiencing weight gain,
59.01% of underweight toddlers are no longer underweight, 54.9% of underweight toddlers are no longer
underweight and 45.34% of underweight toddlers are no longer underweight. malnutrition and 149 stunted
toddlers were no longer stunted based on nutritional status. From an educational aspect, providing education
about stunting to pregnant women is less than optimal because only 9.93% of pregnant women receive
education through maternal classes budgeted for by the community health center in North Jakarta, but al
parents of toddlers with nutritional problems have received education about stunting. Massive education
regarding the prevention and handling of stunting is needed for pregnant women and parents of toddlers and
thereisaneed for regulations regarding providing food high in animal protein for pregnant women and
toddlers with nutritional problems and for toddlers from families with incomes below the UM P</p>



